ABSTRAK
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Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku
dan proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan.
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum
tentang tatacara pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia,
bagaimana penetapan dan status kedudukan anak angkat menurut hukum
di Indonesia, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022 /PN.Mdn.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menghubungkannya dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan
metode penelitian kepustakaan (library research) data yang dipakai Data
sekunder meliputi (bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier), Data dianalisa menggunakan analisis kualitatif atau
dijabarkan dengan kalimat.

Tatacara pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan dalam
penulisan ini dibahas pengangkatan anak berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022. Pengangkatan anak
memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan
terbaik anak dan calon orang tua angkat harus seagama dengan calon
anak angkat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam
penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022 /PN.Mdn
adalah maksud dan tujuan permohonan adalah ingin mengesahan
pengangkaan anak yang telah diasuh dan dididik serta didasarkan pada
alasan utama pengangkatan anak adalah dilakukan untuk kepentingan
yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak
dan perlindungan anak. Disarankan agar orang tua angkat hendaknya
memberikan perlindungan dan pendidikan serta memenuhi hak-hak
terhadap anak yang diangkatnya sesuai dengan ketentuan yang
ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.
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